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NOMOR 9 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN

Menimbang

PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

bahwa Pelarangan Peredaran dan Penggunaan
Minuman Beralkohol telah diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan
Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol;

bahwa sehubungan adanya pengawasan dari
Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat terhadap
kewenangan pengendalian, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap ketentuan pelarangan
peredaran dan penggunaan minuman beralkohol;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan
Penggunaan Minuman Beralkohol;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Purwakarta dan
Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962
tentang Perdagangan barang-barang dalam
Pengawasan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2473);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik
Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang
Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31
Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan,
Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8
Seri C);



Menetapkan

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25
Tahun 2001 tentang Ketentuan Usaha Kebudayaan
dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan
Penggunaan Minuman Beralkohol (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor
23 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi
Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG
PELARANGAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN
MINUMAN BERALKOHOL.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman
Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 23
Seri D), diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah sehingga Pasal 1 angka
5 dan angka 6 berbunyi sebagai berikut :

5. Instansi-instansi adalah lembaga perangkat daerah yang
mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang kesehatan,
perdagangan dan penegakan Peraturan Daerah.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat
PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 dihapus sehingga angka 15 dan ditambah
angka 15a berbunyi sebagai berikut :

15. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut
penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan
minuman beralkohol kepada konsumen di lokasi untuk diminum
langsung di tempat yang telah ditentukan.

15a.Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer
adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol
kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang
telah ditentukan.

Ketentuan diantara Bab I dan Bab II disisipkan 2 (dua) Bab baru, yakni
Bab Ia dan Bab Ib yang berbunyi sebagai berikut:



